
BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 57 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO,

M enim bang : a. bahw a b e rd asa rk an  k e te n tu an  Pasal 25 ayat (1) P e ra tu ran

M erited D alam  Negeri Republik Indonesia  Nomor 24 T ahun  

2020 ten tan g  Pengelolaan D ana B an tu  an  O perasional 

Sekolah Pada Pem erintah D aerah , dalam  hal alokasi d an a  

BOS yang d ianggarkan  dalam  PERDA ten tan g  APBD 

provinsi a ta u  K abupaten /  Kota b e rd asa rk an  alokasi 

penyalu ran  ta h u n  anggaran  sebelum nya tidak  sam a 

dengan  penerim a d an  ju m la h  d a n a  BOS se tiap  Satd ik  yang 

d ite tapkan  oleh M enteri yang m enangani u ru sa n  

pem erin tahan  dibidang pendid ikan , pem erin tah  Provinsi 

a ta u  K abupaten  /  Kota m elakukan  penyesuaian  

penganggaran  alokasi d a n a  BOS p ad a  APBD. 

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  

p ada  h u ru f  a, perlu  m enetapkan  P era tu ran  B upati ten tang  

pen jabaran  p e ru b ah an  anggaran  pen d ap a tan  dan  belanja 

daerah  T ahun  Anggaran 2020.

  

BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 58 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 57 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

Menimbang : aa. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah Pada Pemerintah Daerah, dalam hal alokasi dana 

BOS yang dianggarkan dalam PERDA tentang APBD 

provinsi atau Kabupaten / Kota berdasarkan alokasi 

penyaluran tahun anggaran sebelumnya tidak sama 

dengan penerima dan jumlah dana BOS setiap Satdik yang 

ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan 

pemerintahan dibidang pendidikan, pemerintah Provinsi 

atau Kabupaten / Kota melakukan penyesuaian 

penganggaran alokasi dana BOS pada APBD. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah Tahun Anggaran 2020. 

  

  

       



M engingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

U ndang-U ndang Nomor 28 T ahun  1999 ten tang  

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan  B ebas Korupsi, 

Kolusi dan  Nepotisme (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  1999 Nomor 75, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3851);

U ndang-U ndang Nomor 38 T ahun 2000 ten tang

pem ben tukan  Provinsi G orontalo (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2000 Nomor 258, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4060);

U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2003 ten tang

pem ben tukan  D aerah K abupaten  Bone Bolango dan 

K abupaten  Pohuw ato Provinsi G orontalo (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2003 Nomor 26, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4269);

U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun  2003 ten tan g  K euangan 

Negara (Lem baran Negara R epublik  Indonesia  T ahun  2003 

Nomor 75, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);

U ndang-U ndang Nomor 1 T ahun  2004 ten tan g

P erbendaharaan  Negara (Lem baran Negara Republik

Indonesia  T ahun  2004 Nomor 5, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355);

U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  2004 ten tan g  Sistem  

P erencanaan  P em bangunan  Nasional (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2004 Nomor 104, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421);

P era tu ran  Pem erintah Nomor 20 T ahun 2001 ten tang  

Pem binaan dan  Pengaw asan a ta s  Penyelenggaraan 

Pem erintah D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia  

T ahun  2001 Nomor 41, T am bahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4090);

Mengingat pe
ma
h 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060): 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan 

Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090), 
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8. P era tu ran  Pem erintah Nomor 8 T ahun  2006 te tang  

Pelaporan K euangan d an  Kinerja In stansi Pem erintah 

(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2006 Nomor 

25, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614);

9. P era tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 13 T ahun  2006 

sebagaim ana te lah  d iu b ah  dengan P era tu ran  Menteri Dalam  

Negeri Nomor 21 T ahun  2011 ten tan g  Pedom an Pengelolaan 

K euangan D aerah;

10. P era tu ran  Menteri Dalam  Negeri Nomor 39 T ahun  2012 

ten tan g  P erubahan  a ta s  P era tu ran  Menteri Dalam  Negeri 

Nomor 32 T ahun  2011 ten tan g  Pedom an Pem berian Hibah 

dan  B an tu an  Sosial yang bersum ber dari APBD;

11. P era tu ran  Menteri Dalam  Negeri Nomor 33 T ahun  2019 

ten tan g  Pedom an P enyusunan  Anggaran P endapatan  dan  

B elanja D aerah T ahun  Anggaran 2020;

11. P era tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 24 T ahun  2020 

ten tan g  ten tan g  Pengelolaan D ana B an tuan  O perasional 

Sekolah Pada Pem erintah D aerah;

12. P era tu ran  D aerah K abupaten  Pohuw ato Nomor 11 T ahun  

2020 T entang P erubahan  Anggaran P endapatan  dan  

Belanja D aerah T ahun  Anggaran 2020;

BUPATI POHUWATO 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 57 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Menetapkan 

10. 

LL. 

1, 

12. 

aga 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tetang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 

tentang tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah Pada Pemerintah Daerah, 

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020: 

BUPATI POHUWATO 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 57 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

  

  

  
 



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a) Pendapatan Daerah 

Sebelum Perubahan
Rp. 1.072.388.824.106,-

Setelah Perubahan
Rp. 989.300.298.693.2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp. 83.088.525.412,8)

2. Pasal 1 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

b) Belanja Daerah 

Sebelum Perubahan
Rp. 1.090.388.824.106,-

Setelah Perubahan
Rp. 1 ■002.077.528.452.15

BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp. 88.311.295.653,85)

3. Pasal 2 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Rp. 174.038.781.000,- 

Rp. 184.523.041.686.2 

Rp. 10.484.260.686,2

4. Pasal 2 ayat (4) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a) Pendapatan Hibah
Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan
Rp. 27.963.347.000,-

Rp- 34.757.429.286.2

Rp. 6.794.082.286,2BERTAMBAH / (BERKURANG)

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 diubah sebagai berikut : 

l. Pasal 1 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

a) Pendapatan Daerah 

Sebelum Perubahan 

Setelah Perubahan 

BERTAMBAH / (BERKURANG) 

2. Pasal 1 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

b) Belanja Daerah 

Sebelum Perubahan 

Setelah Perubahan 

BERTAMBAH / (BERKURANG) 

Rp. 1.072.388.824.106,- 

Rp. 989.300.298.693,2 

(Rp. 83.088.525.412,8) 

Rp.1.090.388.824.106,- 

Rp. 1.002.077.528.452,15 

(Rp.  88.311.295.653,85) 

3. Pasal 2 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

o) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Sebelum Perubahan 

Setelah Perubahan 

BERTAMBAH / (BERKURANG) 

Rp. 174.038.781.000,- 

Rp. 184.523.041.686,2 

Rp. 10.484.260.686,2 

4. Pasal 2 ayat (4) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

a) Pendapatan Hibah 

Sebelum Perubahan 

Setelah Perubahan 

BERTAMBAH / (RERKURANG) 

Rp. 27.963.347.000,- 

Rp. 34.757.429.286,2 
  

Rp.  6.794.082.286,2 
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5. Pasal 3 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a) Belanja Langsung

Sebelum Perubahan
Rp. 529.930.942.312,-

Setelah Perubahan
Rp. 456.344.610.189,35

BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp. 73.586.332.122,65)

6. Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

a) Belanja Pcgawai

Sebelum Perubahan
Rp. 3.461.452.000,-

Setelah Perubahan
Rp 4.354.962.000,-

BERTAIvIBAH / (BERKURANG)
Rp. 893.510.000,-

b) Belanja Barang dan Jasa

Sebelum Perubahan
Rp. 284.293.988.857,-

Setelah Perubahan
Rp. 265.984.718.647,29

BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp. 18.309.270.209,71)

c) Belanja Modal

Sebelum Perubahan
Rp. 242.175.501.455,-

Setelah Perubahan
Em. 186.004.929.542,06

BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp. 56.170.571.912,94)

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

P a ra fN  /
\  OPD

V W \

Gis 

5. Pasal 3 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

a) Belanja Langsung 

Sebelum Perubahan 
Rp. 529.930.942.312,- 

Setelah Perubahan 
Rp. 456.344.610.139,35 

BERTAMBAH / (BERKURANG) 
(Rp. 73.586.332.122,65) 

6. Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

a) Belanja Pcgawai 

Sebelum Perubahan 
Rp. 3.461.452.000,- 

Setelah Perubahan 
Rp 4.354.962.000,- 

BERTAMBAH / (BERKURANG) 
Rp. 893.510.000, - 

b) Belanja Barang dan Jasa 

Sebelum Perubahan 
Rp. 284.293.988.857,- 

Setelah Perubahan 
Rp. 265.984.718.647,29 

BERTAMBAH / (BERKURANG) 
(Rp. 18.309.270.209,71) 

c) Belanja Modal 

Sebelum Perubahan 
Rp. 242.175.501.455,- 

Setelah Perubahan 
Rp. 186.004.929.542,06 

BERTAMBAH / (BERKURANG) 
(Rp. 56.170.571.912,94) 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diuraikan lebih 

lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Laporan Realisasi 

Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini m ulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang m engetahuinya m em erintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penem patannya dalam  Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

D itetapkan di Marisa

pada tanggal, 1Q 3esember 2', .

D iundangkan di Marisa 
Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR .

/  [ ) PA RA F K O O R D IN A S I

K A B |q U fhfor K fcP A lV ................. K A B A ls /rH ^ U IV V ^  lA ST . B ID ................. A ST . B ID . P E M SEK D A W A B U Pfvy
~ ' l r  ^ L _  :

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diuraikan lebih 

lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Laporan Realisasi 

Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Ditetapkan di Marisa 
pada tanggal, 10 been £ 

JEesemper 

Ong POHUWATO, 

      
aa MBUINGA 

Diundangkan di Marisa 
Pada tanggal, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR . 

” 
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